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ABSTRACT 
This research aims to analyze the effects of poverty on access to healthcare services 
in Indonesia. With a focus on understanding the relationship between poverty and 
healthcare-seeking behavior, this study investigates the key socioeconomic factors 
contributing to limited access to healthcare services in impoverished communities.  
The study employs qualitative research methods, utilizing secondary data from 
reputable sources such as national surveys, government reports, and academic 
literature. By utilizing existing data, this research adopts a comprehensive approach 
to understanding the complexities of the relationship between poverty and 
healthcare access in Indonesia. 
The findings highlight the significant impact of poverty on healthcare-seeking 
behavior and utilization among individuals in Indonesia. Poverty is found to be a 
major barrier hindering individuals from seeking necessary healthcare services, 
resulting in delayed or inadequate treatment. Economic constraints, inadequate 
health insurance coverage, and limited healthcare infrastructure were identified as 
the key socioeconomic factors contributing to limited access to healthcare services 
in impoverished communities. 
Moreover, the research reveals stark disparities in healthcare service availability 
and quality between impoverished and non-impoverished areas in Indonesia. 
Impoverished areas often lack healthcare facilities, healthcare professionals, and 
essential medical supplies, exacerbating the challenges faced by individuals living 
in poverty. 
In conclusion, poverty significantly affects healthcare-seeking behavior and 
utilization in Indonesia, exacerbating health inequities in society. Addressing the 
key socioeconomic factors underlying limited access to healthcare services in 
impoverished communities is crucial for improving healthcare outcomes in 
Indonesia. 
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PENDAHULUAN 

Kemiskinan dan pelayanan kesehatan yang tidak memadai merupakan 
tantangan yang saling terkait yang terus menghambat pembangunan sosial dan 
ekonomi di Indonesia. Penelitian ini memberikan gambaran tentang tingkat 
kemiskinan yang lazim dan tantangan kesehatan terkait yang dihadapi oleh 
penduduk Indonesia. Selain itu, penelitian ini menyoroti konsekuensi dari tantangan 



 
 

398 

tersebut dan mengkaji solusi potensial untuk mengentaskan kemiskinan dan 
meningkatkan akses pelayanan kesehatan di negara ini. 

Indonesia, dengan populasi dan keanekaragamannya yang besar, bergulat 
dengan tingkat kemiskinan yang signifikan. Menurut Indonesia and ADB (2023), 
sekitar 9,5% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan nasional pada 
tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa jutaan penduduk Indonesia berjuang untuk 
memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan yang 
layak (Aspinall, 2014). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk 
miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 26,36 juta orang (Sasmito 
Madrim, 2023). 

Kemiskinan memiliki implikasi yang parah terhadap pelayanan kesehatan 
di Indonesia. Sumber daya keuangan yang terbatas membatasi kemampuan orang 
untuk mengakses pelayanan perawatan kesehatan yang penting, yang 
mengakibatkan perawatan yang tidak memadai dan hasil kesehatan yang 
memburuk. Kurangnya dana mencegah individu miskin untuk mendapatkan 
perawatan medis, obat-obatan, dan pelayanan pencegahan, yang menyebabkan 
peningkatan angka morbiditas dan mortalitas (Das et al., 2007). 

 

 
Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Perode Maret 

2012-Maret 2023. (Adi Ahdiat, 2023) 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2023 ada sekitar 25,9 juta 
penduduk miskin di Indonesia. Jumlah penduduk miskin tersebut berkurang sekitar 
460 ribu orang dibanding September 2022, atau turun 260 ribu orang dibanding 
Maret tahun lalu. Persentase penduduk miskin nasional juga menyusut dalam 
setahun terakhir, dari 9,54% pada Maret 2022, menjadi 9,36% pada Maret 2023. 
Baik dari segi jumlah maupun persentase, angka kemiskinan nasional pada Maret 
2023 merupakan yang terendah sejak awal pandemi Covid-19 melanda. 
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BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki 
rata-rata pengeluaran di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan per kapita 
pada Maret 2023 dipatok sebesar Rp550.458 per kapita per bulan. Sementara, Garis 
Kemiskinan rumah tangga sebesar Rp2.592.657 per rumah tangga miskin per bulan. 

Menurut BPS, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi turunnya angka 
kemiskinan nasional pada Maret 2023, yaitu: 
– Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun, dari 5,86% (Agustus 2022) 

menjadi 5,45% (Februari 2023) 
– Nilai Tukar Petani (NTP) naik, dari 106,82 (September 2022) menjadi 110,85 

(Maret 2023) 
– Laju inflasi turun, dari 3,6 (Maret 2022-September 2022) menjadi 1,32 

(September 2022-Maret 2023) 
– Konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2023 naik 2,21% dibanding kuartal III 

2022 
Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam hal infrastruktur 

kesehatan, terutama di daerah pedesaan. Distribusi fasilitas kesehatan yang tidak 
merata, termasuk rumah sakit, klinik, dan tenaga kesehatan, memperparah 
kesenjangan pelayanan kesehatan antara penduduk perkotaan dan pedesaan 
(Mahendradhata et al., 2017). Kesenjangan tersebut membatasi ketersediaan dan 
aksesibilitas pelayanan kesehatan berkualitas bagi mereka yang hidup dalam 
kemiskinan. 

Berbagai faktor berkontribusi terhadap buruknya akses kesehatan di 
Indonesia. Terlepas dari hambatan keuangan, keterpencilan geografis, masalah 
transportasi, dan tenaga kesehatan yang tidak mencukupi memperburuk tantangan 
yang dihadapi oleh masyarakat yang terpinggirkan (Niedar et al., 2022). Selain itu, 
kurangnya literasi dan kesadaran kesehatan semakin menghambat individu untuk 
membuat keputusan yang tepat tentang kesehatan mereka dan mencari pelayanan 
kesehatan yang tepat (Mancuso, 2011). 

Menyadari pentingnya pengentasan kemiskinan dan peningkatan pelayanan 
kesehatan, pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa inisiatif. Program 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan untuk mencapai cakupan kesehatan 
universal dan mengurangi beban keuangan pada populasi rentan (Anindya et al., 
2020). Selain itu, pemerintah telah berfokus pada pembangunan infrastruktur, 
rekrutmen dan pelatihan tenaga profesional kesehatan, dan penyediaan pendidikan 
kesehatan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan (Handayani 
et al., 2015). 



 
 

400 

 
Gambar 2. Jumlah Puskesmas di Indonesia Tahun 2016 – 2020 (Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, 2021) 

Akses ke pelayanan kesehatan adalah hak asasi manusia dan elemen penting 
dari kesehatan masyarakat. Namun, kemiskinan tetap menjadi penghalang 
signifikan yang menghalangi individu untuk mengakses perawatan kesehatan yang 
memadai. Pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana kemiskinan 
berdampak pada akses pelayanan kesehatan sangat penting untuk mengatasi 
kesenjangan kesehatan dan merumuskan intervensi yang efektif. 

1. Hambatan Finansial: Kemiskinan sering menyebabkan kendala finansial 
yang membatasi kemampuan individu untuk mengakses pelayanan kesehatan. 
Individu berpenghasilan rendah lebih cenderung tidak memiliki cakupan asuransi 
kesehatan, mencegah mereka mencari perawatan medis tepat waktu (Pratiwi et al., 
2021). Mempelajari implikasi finansial dari kemiskinan pada akses pelayanan 
kesehatan membantu mengidentifikasi kebutuhan spesifik populasi rentan dan 
menginformasikan intervensi kebijakan (Peters et al., 2008). 

2. Hambatan Geografis: Kemiskinan juga mempengaruhi akses kesehatan 
melalui perbedaan geografis. Lingkungan berpenghasilan rendah sering 
kekurangan fasilitas kesehatan yang memadai, yang menyebabkan terbatasnya 
akses ke penyedia perawatan primer, rumah sakit, dan spesialis (Deichmann, 1999). 
Penelitian yang berfokus pada distribusi spasial pelayanan kesehatan membantu 
pembuat kebijakan mengidentifikasi area dengan akses terbatas dan 
mengalokasikan sumber daya secara tepat (Kim et al., 2021). 

3. Literasi Pendidikan dan Kesehatan: Kurangnya pendidikan dan literasi 
kesehatan yang rendah, sering dikaitkan dengan kemiskinan, dapat menghambat 
kemampuan individu untuk menavigasi sistem perawatan kesehatan yang kompleks 
secara efektif. Memahami hubungan antara kemiskinan, pendidikan, dan melek 
kesehatan sangat penting untuk mengembangkan program pendidikan kesehatan 
yang ditargetkan dan meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan secara 
keseluruhan (Andrus & Roth, 2002). 

4. Faktor Psikologis dan Sosial: Kemiskinan menimbulkan stres yang cukup 
besar, isolasi sosial, dan kondisi kehidupan yang buruk, yang dapat berdampak 
negatif pada perilaku mencari perawatan kesehatan. Penelitian yang 



JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 13 Issue 1 (2024) 
ISSN 2089-6123; e-ISSN 2684-9119 

 

 401 

mengeksplorasi aspek psikososial dari kemiskinan dan akses pelayanan kesehatan 
menyoroti hambatan khusus yang dihadapi oleh populasi yang kurang beruntung, 
seperti stigma dan ketidakpercayaan (Lamb et al., 2021). Wawasan ini dapat 
menginformasikan pengembangan intervensi dan program dukungan yang sensitif 
secara budaya. 

Mempelajari dampak kemiskinan terhadap akses ke pelayanan kesehatan 
sangat penting untuk memajukan pemerataan pelayanan kesehatan dan 
mempromosikan keadilan sosial. Penelitian ini menghasilkan pengetahuan berbasis 
bukti yang menginformasikan kebijakan dan intervensi yang ditujukan untuk 
mengurangi kesenjangan kesehatan. Hambatan keuangan, kesenjangan geografis, 
literasi pendidikan dan kesehatan, serta faktor psikologis dan sosial adalah bidang 
utama untuk dijelajahi saat memahami dampak kemiskinan terhadap akses 
pelayanan kesehatan. Dengan mengatasi faktor-faktor ini, sistem perawatan 
kesehatan dapat berupaya memberikan perawatan yang adil dan dapat diakses untuk 
semua individu, tanpa memandang status sosial ekonomi. 

Rumusan Masalah, Masalah Penelitian, dan Signifikansi Masalah Penelitian. 
Akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah hak asasi manusia 

yang mendasar dan aspek penting dari pembangunan sosial. Sayangnya, 
kemiskinan terus menghambat akses ke pelayanan kesehatan yang memadai secara 
global, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi 
permasalahan penelitian tentang pengaruh kemiskinan terhadap akses pelayanan 
kesehatan di Indonesia. Dengan menganalisis pentingnya masalah penelitian ini, 
akan memahami implikasi luas yang ditimbulkannya terhadap kesejahteraan dan 
perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. 

Masalah penelitian yang dihadapi adalah untuk menyelidiki hubungan 
antara kemiskinan dan terbatasnya akses pelayanan kesehatan di Indonesia. 
Kemiskinan, masalah multidimensi, tidak hanya mencakup kendala keuangan tetapi 
sering bersinggungan dengan infrastruktur yang tidak memadai, tenaga kesehatan, 
dan distribusi sumber daya yang tidak merata. Masalah penelitian ini berusaha 
untuk memahami hubungan yang kompleks antara kemiskinan dan akses kesehatan, 
menyoroti hambatan yang dihadapi oleh individu miskin ketika mencari perawatan 
medis yang penting. 

Memahami dampak kemiskinan terhadap akses ke pelayanan kesehatan di 
Indonesia memiliki makna yang luar biasa karena beberapa alasan. 

1. Disparitas Pelayanan Kesehatan: Penelitian di bidang ini akan menyoroti 
ketidaksetaraan akses pelayanan kesehatan antara penduduk yang kurang beruntung 
secara ekonomi dan penduduk yang lebih mampu di Indonesia. Studi telah 
menunjukkan bahwa individu yang hidup dalam kemiskinan lebih cenderung 
mengalami keterlambatan dalam mencari perawatan medis, menerima pelayanan 
berkualitas rendah, dan menghadapi tingkat morbiditas dan mortalitas yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan rekan mereka yang lebih kaya (Newacheck et al., 
2000). 

2. Implikasi Kebijakan: Meneliti hubungan antara kemiskinan dan akses 
pelayanan kesehatan dapat menginformasikan pembuat kebijakan tentang 
kebutuhan mendesak untuk inisiatif yang ditargetkan untuk mengatasi masalah ini. 
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Temuan ini dapat memandu pengembangan dan penerapan kebijakan yang 
ditujukan untuk mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan dan meningkatkan 
akses bagi populasi yang rentan (B. Thompson et al., 2016). 

3. Intervensi Kesehatan Masyarakat: Dengan menyoroti hambatan yang 
dihadapi oleh individu yang hidup dalam kemiskinan, masalah penelitian ini 
memberikan wawasan bagi para profesional dan organisasi kesehatan masyarakat 
untuk merancang intervensi yang mempersempit kesenjangan dalam akses 
kesehatan. Intervensi tersebut dapat mencakup program kesehatan berbasis 
masyarakat, bantuan keuangan untuk pelayanan medis, dan perbaikan infrastruktur 
kesehatan di daerah yang kurang beruntung secara ekonomi (Upshur, 2002). 

4. Pembangunan Berkelanjutan: Meningkatkan akses ke pelayanan 
kesehatan merupakan komponen penting untuk mencapai Sustainable Development 
Goals (SDGs). Dengan mengatasi dampak kemiskinan terhadap akses kesehatan di 
Indonesia, masalah penelitian ini sejalan dengan SDG 1 pengentasan kemiskinan 
dan SDG 3 memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan 
bagi semua orang di segala usia (Sachs, 2012). 

Tujuan Penelitian dan Pertanyaan Penelitian. 
Akses ke pelayanan kesehatan sangat penting bagi individu untuk menjaga 

kesehatan dan kualitas hidup yang baik. Namun, di banyak negara berkembang, 
termasuk Indonesia, kemiskinan merupakan penghalang signifikan yang 
menghambat akses pelayanan kesehatan yang memadai bagi sebagian besar 
penduduk. Esai ini bertujuan untuk menguraikan tujuan penelitian dan pertanyaan 
penelitian untuk penelitian akademik yang berfokus pada analisis dampak 
kemiskinan terhadap akses pelayanan kesehatan di Indonesia. 

Tujuan Penelitian 
1. Mengkaji dampak kemiskinan terhadap pemanfaatan pelayanan 

kesehatan di Indonesia. Studi sebelumnya telah menunjukkan korelasi antara 
kemiskinan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah (Cooper et al., 
2012). Tujuan ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana kemiskinan 
mempengaruhi kemampuan masyarakat Indonesia untuk mengakses dan 
memanfaatkan pelayanan kesehatan. 

2. Untuk mengidentifikasi faktor sosial ekonomi yang berkontribusi 
terhadap terbatasnya akses kesehatan pada masyarakat miskin. Menentukan faktor 
sosial ekonomi yang berkontribusi terhadap akses terbatas ke pelayanan kesehatan 
dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan penyedia pelayanan 
kesehatan untuk merancang intervensi yang ditargetkan. Faktor-faktor seperti 
tingkat pendapatan, pendidikan, dan status pekerjaan sering bersinggungan dengan 
kemiskinan yang memperparah kesenjangan pelayanan kesehatan (Marmot & Allen, 
2014). 

3. Menilai kualitas dan ketersediaan pelayanan kesehatan di daerah miskin 
di Indonesia. Tujuan ini berfokus pada evaluasi kecukupan dan kualitas fasilitas, 
infrastruktur, dan pelayanan kesehatan yang tersedia di daerah dengan tingkat 
kemiskinan yang tinggi. Memahami kesenjangan dan keterbatasan yang ada dapat 
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membantu pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan memprioritaskan alokasi 
sumber daya dan mengatasi kekurangan (Kruk, Gage, Arsenault, et al., 2018). 

Pertanyaan Penelitian: 
1. Bagaimana kemiskinan mempengaruhi perilaku dan pemanfaatan 

pencarian pelayanan kesehatan di antara individu di Indonesia? 
2. Apa faktor sosial ekonomi utama yang berkontribusi terhadap 

terbatasnya akses ke pelayanan kesehatan di masyarakat miskin? 
3. Bagaimana perbedaan daerah miskin di Indonesia dalam hal 

ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan dibandingkan dengan 
daerah tidak miskin? 

Dengan menjawab pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan di atas, 
penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data 
sekunder untuk menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap akses pelayanan 
kesehatan di Indonesia. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan literatur ini bertujuan untuk menganalisis pertanyaan penelitian 
terkait dampak kemiskinan terhadap perilaku dan pemanfaatan pelayanan 
kesehatan pada individu di Indonesia. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi 
faktor sosial ekonomi utama yang berkontribusi terhadap terbatasnya akses ke 
pelayanan kesehatan di masyarakat miskin dan membandingkan ketersediaan dan 
kualitas pelayanan kesehatan antara daerah miskin dan tidak miskin di Indonesia. 

1. Hubungan Antara Kemiskinan dan Perilaku Mencari Kesehatan. 
Kemiskinan, secara umum, mengacu pada keadaan sangat miskin, 

kekurangan sumber daya yang diperlukan, seperti pendapatan, tempat tinggal, 
makanan, dan akses ke pelayanan dasar, sehingga menghambat kemampuan untuk 
memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf hidup seseorang. (World Bank, 
2021). 

Perilaku mencari pelayanan kesehatan, di sisi lain, mengacu pada tindakan 
yang diambil oleh individu atau komunitas untuk mencari pelayanan kesehatan 
sebagai respons terhadap kebutuhan yang dirasakan atau masalah terkait kesehatan. 
(Penchansky & Thomas, 2020). Perilaku ini mencakup berbagai tindakan, termasuk 
mencari nasihat medis profesional, mengunjungi fasilitas kesehatan, mengikuti 
perawatan medis, dan menerapkan praktik kesehatan preventif. 

2. Faktor Sosial Ekonomi yang Berkontribusi pada Terbatasnya Akses Kesehatan. 
Akses pelayanan kesehatan yang terbatas mengacu pada ketidakmampuan, 

kesulitan, atau terbatasnya ketersediaan individu atau komunitas untuk 
mendapatkan pelayanan, fasilitas, dan sumber daya pelayanan kesehatan yang 
sesuai. Keterbatasan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial ekonomi, yang 
meliputi pendapatan, pendidikan, status pekerjaan, jaminan asuransi, dan lokasi 
geografis (Nambi Ndugga & Samantha Artiga, 2023; National Academies of Sciences, 
2019). 

Pendapatan rendah merupakan faktor sosial ekonomi yang signifikan yang 
berkontribusi terhadap akses kesehatan yang terbatas (National Academies of 
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Sciences, 2019). Individu atau keluarga dengan pendapatan rendah sering kesulitan 
untuk membayar pelayanan kesehatan, obat-obatan, dan premi asuransi yang 
diperlukan (Nambi Ndugga & Samantha Artiga, 2023). Hambatan keuangan ini dapat 
mengakibatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan yang tertunda atau tidak 
memadai, yang menyebabkan hasil kesehatan yang lebih buruk. 

Tingkat pendidikan adalah faktor sosioekonomi krusial lainnya yang 
mempengaruhi akses pelayanan kesehatan (Nambi Ndugga & Samantha Artiga, 2023). 
Pencapaian pendidikan yang terbatas dapat menghambat pemahaman individu 
tentang informasi kesehatan, kemampuan mereka untuk menavigasi sistem 
perawatan kesehatan yang kompleks, dan kesadaran mereka tentang sumber daya 
perawatan kesehatan yang tersedia (National Academies of Sciences, 2019). Selain 
itu, individu dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah mungkin menghadapi 
tingkat pengangguran yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih rendah, sehingga 
memperburuk tantangan akses pelayanan kesehatan. 

Status pekerjaan juga berperan dalam akses kesehatan yang terbatas. 
Banyak individu dalam pekerjaan tidak tetap atau bekerja dalam pekerjaan berupah 
rendah mungkin tidak memiliki akses ke rencana asuransi kesehatan yang 
disponsori pemberi kerja (Nambi Ndugga & Samantha Artiga, 2023). Selain itu, 
mereka yang menganggur atau bekerja paruh waktu mungkin menghadapi kesulitan 
untuk mendapatkan perlindungan asuransi swasta atau mungkin tidak memenuhi 
syarat untuk program asuransi publik, sehingga membatasi akses mereka ke 
pelayanan kesehatan yang diperlukan (National Academies of Sciences, 2019). 

Cakupan asuransi, baik pemerintah maupun swasta, sangat mempengaruhi 
akses kesehatan. Kurangnya pertanggungan asuransi merupakan penghalang 
penting untuk mengakses pelayanan kesehatan, karena individu yang tidak 
diasuransikan sering mengabaikan perawatan medis yang diperlukan karena 
masalah biaya (Nambi Ndugga & Samantha Artiga, 2023). Di sisi lain, bahkan dengan 
pertanggungan asuransi, individu mungkin menghadapi akses terbatas karena 
deductible tinggi, pembayaran bersama, atau pembatasan penyedia dan pelayanan 
(National Academies of Sciences, 2019). 

Letak geografis merupakan faktor sosial ekonomi yang berinteraksi dengan 
akses kesehatan yang terbatas (Nambi Ndugga & Samantha Artiga, 2023). Daerah 
pedesaan, khususnya, sering mengalami tantangan dalam mengakses pelayanan 
kesehatan, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan yang terbatas, kekurangan tenaga 
kesehatan profesional, dan jarak tempuh yang lebih jauh untuk mendapatkan 
perawatan yang diperlukan (National Academies of Sciences, 2019). 

Kesimpulannya, keterbatasan akses kesehatan dipengaruhi oleh faktor 
sosial ekonomi seperti pendapatan, pendidikan, status pekerjaan, jaminan asuransi, 
dan letak geografis. Faktor-faktor ini berinteraksi dan berkontribusi terhadap 
kesenjangan dalam akses pelayanan kesehatan, mempengaruhi kemampuan 
individu dan komunitas untuk menerima sumber daya dan pelayanan pelayanan 
kesehatan yang tepat waktu dan tepat. 

3. Ketersediaan dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Daerah Miskin versus Daerah 
Tidak Miskin. 
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Ketersediaan dan mutu pelayanan kesehatan mengacu pada aksesibilitas dan 
standar pelayanan kesehatan yang tersedia di daerah miskin dan tidak miskin. Di 
daerah miskin, ketersediaan pelayanan kesehatan seringkali terhalang oleh sumber 
daya yang terbatas, infrastruktur yang tidak memadai, dan kekurangan tenaga 
profesional kesehatan (World Health Organization, 2019). Kurangnya ketersediaan 
ini dapat menyebabkan berkurangnya akses ke pelayanan kesehatan esensial, 
termasuk perawatan primer, perawatan pencegahan, dan perawatan medis khusus 
(Kruk, Gage, Joseph, et al., 2018). 

Selain itu, kualitas pelayanan kesehatan di daerah miskin dapat terganggu 
karena faktor-faktor seperti peralatan yang sudah ketinggalan zaman, persediaan 
obat yang tidak mencukupi, dan pelatihan petugas kesehatan yang tidak memadai 
(World Health Organization, 2019). Hal ini dapat mengakibatkan standar perawatan 
yang lebih rendah, waktu tunggu yang lebih lama, dan peningkatan kesenjangan 
pelayanan kesehatan (Kruk, Gage, Joseph, et al., 2018). 

Sebaliknya, daerah yang tidak miskin umumnya menunjukkan ketersediaan 
dan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik. Area-area ini mendapat manfaat 
dari fasilitas kesehatan yang lebih banyak, rumah sakit yang lebih lengkap, dan 
akses ke pelayanan medis yang lebih luas (World Health Organization, 2019). 
Selain itu, daerah yang tidak miskin cenderung memiliki konsentrasi tenaga 
kesehatan profesional yang lebih tinggi, termasuk dokter, perawat, dan spesialis, 
memastikan penyampaian pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif dan tepat 
waktu (Kruk, Gage, Joseph, et al., 2018). 

Secara keseluruhan, ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan sangat 
bervariasi antara daerah miskin dan tidak miskin, dengan daerah miskin 
menghadapi tantangan dalam mengakses dan menerima pelayanan kesehatan yang 
memadai dibandingkan dengan daerah yang tidak miskin. 

METODE PENELITIAN 
Penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder merupakan 

pendekatan yang berharga untuk menganalisis dampak kemiskinan terhadap akses 
pelayanan kesehatan di Indonesia. Ulama terkemuka seperti (Creswell & Creswell, 
2017) menekankan pentingnya menggunakan metodologi ini. Dengan meninjau 
literatur, laporan, dan data yang ada yang dikumpulkan oleh organisasi pemerintah 
dan LSM, pemahaman yang komprehensif tentang topik tersebut dapat dicapai. 

Untuk memulai proses penelitian, pencarian sistematis menggunakan 
database akademik terkemuka seperti PubMed, Scopus, dan Google Scholar akan 
dilakukan. (Lofland et al., 2022). Strategi pencarian akan melibatkan kata kunci 
yang relevan seperti "kemiskinan", "akses kesehatan", "Indonesia", dan istilah 
terkait lainnya. Ini akan memastikan identifikasi sumber sekunder yang relevan, 
termasuk artikel penelitian, makalah kebijakan, dan laporan statistik. 

Teknik analisis data kualitatif, dianjurkan oleh para sarjana seperti Miles & 
Huberman (1994), akan digunakan untuk mengekstrak wawasan yang bermakna dari 
data sekunder yang dipilih. Pada awalnya, pembacaan menyeluruh terhadap 
sumber-sumber yang teridentifikasi akan dilakukan untuk memahami tema dan 
konsep utama yang terkait dengan kemiskinan dan akses kesehatan di Indonesia. 
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Analisis Tematik, berikut ini pendekatan Braun & Clarke (2006), akan 
digunakan untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan tema berulang dalam data. Ini 
akan melibatkan proses pengkodean yang sistematis, di mana kutipan signifikan 
dari literatur akan diberi kode yang sesuai. Kategorisasi dan analisis berulang dari 
kode-kode ini akan memungkinkan identifikasi tema dan sub-tema menyeluruh 
yang terkait dengan dampak kemiskinan terhadap akses pelayanan kesehatan di 
Indonesia. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas sangat penting untuk 

kesejahteraan dan perkembangan individu dan komunitas. Namun, individu yang 
hidup dalam kondisi miskin seringkali menghadapi tantangan yang signifikan 
dalam mencari dan menerima pelayanan kesehatan yang memadai. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara kemiskinan dan perilaku mencari 
pelayanan kesehatan di Indonesia, mengkaji faktor sosial ekonomi yang 
berkontribusi terhadap terbatasnya akses pelayanan kesehatan di masyarakat 
miskin. Selain itu, kami akan menganalisis kesenjangan ketersediaan dan kualitas 
pelayanan kesehatan antara daerah miskin dan tidak miskin di Indonesia. 

1. Dampak Kemiskinan terhadap Perilaku dan Penggunaan Pelayanan 
Kesehatan di Indonesia. 

Kemiskinan, secara umum, mengacu pada keadaan sangat miskin, 
kekurangan sumber daya yang diperlukan, seperti pendapatan, tempat tinggal, 
makanan, dan akses ke pelayanan dasar, sehingga menghambat kemampuan untuk 
memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf hidup seseorang. (World Bank, 
2023). Perilaku mencari pelayanan kesehatan, di sisi lain, mengacu pada tindakan 
yang diambil oleh individu atau komunitas untuk mencari pelayanan kesehatan 
sebagai respons terhadap kebutuhan yang dirasakan atau masalah terkait kesehatan. 
(Penchansky & Thomas, 2020).  

Dampak kemiskinan terhadap perilaku dan penggunaan pelayanan 
kesehatan di Indonesia sangat besar dan beragam. Kemiskinan mengacu pada 
situasi di mana individu kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi 
kebutuhan dasar mereka, seperti pendapatan, tempat tinggal, makanan dan akses ke 
pelayanan dasar. Di negara seperti Indonesia, di mana sebagian besar penduduknya 
hidup dalam kemiskinan ekstrem, konsekuensi terhadap perilaku dan pemanfaatan 
pelayanan kesehatan sangat memprihatinkan (World Bank, 2023). 

Pertama, situasi kemiskinan ekstrim di Indonesia sering mengarah pada 
perilaku mencari pelayanan kesehatan yang berkompromi. Individu yang hidup 
dalam kemiskinan mungkin menunda mencari nasihat medis profesional karena 
kendala keuangan. Biaya kesehatan yang tinggi dapat menjadi penghalang, 
terutama bagi mereka yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan (Siregar & 
Wahyuningsih, 2017). Mereka mungkin menggunakan pengobatan sendiri atau 
mengandalkan tabib tradisional, yang semakin memperparah masalah kesehatan 
dan berpotensi mempengaruhi kemanjuran pengobatan yang tersedia (Siregar & 
Wahyuningsih, 2017). 
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Selain itu, kurangnya sumber daya yang diperlukan secara langsung 
mempengaruhi kemampuan individu miskin untuk mengunjungi fasilitas 
kesehatan. Tingginya biaya transportasi dan hambatan geografis dalam mengakses 
pusat pelayanan kesehatan menjadi hambatan tambahan (Mostari & Mostari, 2020). 
Selain itu, mereka yang hidup dalam kemiskinan mungkin menghadapi kesulitan 
untuk mengambil cuti, karena mereka sering mengandalkan upah harian untuk 
menghidupi diri sendiri dan keluarganya (World Bank, 2023). Akibatnya, mereka 
cenderung tidak memprioritaskan janji temu medis atau menghadiri perawatan yang 
diperlukan, yang menyebabkan kondisi kesehatan memburuk. 

Selain itu, kemiskinan menghambat implementasi praktik kesehatan 
preventif. Individu yang menghadapi kesulitan ekonomi seringkali kesulitan untuk 
membeli makanan bergizi, yang menyebabkan malnutrisi dan melemahnya sistem 
kekebalan tubuh (Mostari & Mostari, 2020). Hal ini, ditambah dengan fasilitas 
perumahan dan sanitasi yang tidak memadai, meningkatkan risiko penyakit 
menular (Bank Dunia, 2023). Beban keuangan menghalangi mereka untuk 
berinvestasi dalam tindakan pencegahan seperti vaksinasi, pemeriksaan kesehatan 
rutin, dan produk kebersihan (Siregar & Wahyuningsih, 2017). Akibatnya, penyakit 
yang dapat dicegah menjadi lebih umum di antara populasi miskin. 

Konsekuensi kemiskinan terhadap perilaku dan penggunaan pelayanan 
kesehatan di Indonesia menjadi perhatian kesehatan masyarakat. Upaya harus fokus 
pada mengatasi masalah struktural yang melanggengkan kemiskinan dan 
membatasi akses ke pelayanan kesehatan. Peningkatan pendanaan untuk 
infrastruktur kesehatan, asuransi kesehatan, dan program bantuan sosial merupakan 
langkah penting dalam mengurangi beban kemiskinan (Mostari & Mostari, 2020). 
Upaya kolaboratif antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta diperlukan untuk 
memastikan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik dan meningkatkan 
kesadaran terkait praktik kesehatan preventif (World Bank, 2023). 

Anna Wahyuni Widayanti et al. (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh 
kemiskinan terhadap perilaku mencari pelayanan kesehatan di pedesaan dan 
perkotaan di Indonesia. Temuan dari penelitian mereka menunjukkan bahwa 
kemiskinan secara signifikan mempengaruhi pilihan mencari pelayanan kesehatan. 
Sumber daya keuangan yang terbatas dapat menghalangi individu untuk mencari 
perawatan medis yang tepat waktu dan tepat. Selain itu, kurangnya sumber daya 
keuangan sering mengakibatkan keterlambatan pengobatan, yang menyebabkan 
kondisi kesehatan memburuk. Hal ini menggarisbawahi peran penting kemiskinan 
dalam membentuk perilaku mencari pelayanan kesehatan di antara individu di 
Indonesia. 

Lebih-lebih lagi, Wong et al. (2018) menyelidiki hubungan antara kemiskinan 
dan akses ke pelayanan kesehatan di daerah kumuh perkotaan di Indonesia. Studi 
mereka menyoroti beberapa hambatan yang dihadapi oleh individu miskin dalam 
mengakses pelayanan kesehatan. Kendala keuangan muncul sebagai kendala 
utama, mencegah individu mencari pelayanan medis penting. Selain itu, jarak 
geografis, infrastruktur kesehatan yang tidak memadai, dan keterbatasan kesadaran 
akan pelayanan yang tersedia semakin menambah kesulitan yang dihadapi oleh 
individu yang hidup dalam kemiskinan. Wong et al. (2018) menyimpulkan bahwa 
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kemiskinan membatasi akses ke pelayanan kesehatan, sehingga memperburuk 
kesenjangan kesehatan di Indonesia. 

Tinjauan literatur dari kedua studi tersebut menekankan dampak yang 
mendalam dari kemiskinan terhadap perilaku pencarian pelayanan kesehatan dan 
pemanfaatan di kalangan individu di Indonesia. Individu yang hidup dalam 
kemiskinan menghadapi banyak hambatan sosial ekonomi yang menghambat akses 
mereka ke pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kendala keuangan, biaya 
perawatan kesehatan yang tinggi, dan infrastruktur perawatan kesehatan yang 
terbatas berkontribusi pada keterlambatan pengobatan dan pemanfaatan pelayanan 
medis yang tidak memadai. 

Beberapa intervensi dapat membantu meringankan dampak buruk kemiskinan 
terhadap perilaku dan pemanfaatan pelayanan kesehatan di Indonesia. Inisiatif 
pemerintah dapat berfokus pada implementasi program kesejahteraan sosial yang 
ditargetkan untuk mendukung individu yang hidup dalam kemiskinan, memastikan 
mereka memiliki akses ke pelayanan kesehatan yang penting. Selain itu, 
meningkatkan infrastruktur pelayanan kesehatan, khususnya di daerah pedesaan 
dan terpencil, dapat membantu mengurangi hambatan yang dihadapi individu 
dalam mencari pelayanan kesehatan. 

2. Faktor Sosial Ekonomi dan Keterbatasan Akses Pelayanan Kesehatan 
pada Masyarakat Miskin. 

Keterbatasan akses kesehatan dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi 
seperti pendapatan, pendidikan, status pekerjaan, jaminan asuransi, dan letak 
geografis. Faktor-faktor ini berinteraksi dan berkontribusi terhadap kesenjangan 
dalam akses pelayanan kesehatan, mempengaruhi kemampuan individu dan 
komunitas untuk menerima sumber daya dan pelayanan pelayanan kesehatan yang 
tepat waktu dan tepat (Nambi Ndugga & Samantha Artiga, 2023; National Academies of 
Sciences, 2019). 

Akses ke pelayanan kesehatan adalah hak asasi manusia yang mendasar, 
penting untuk kesejahteraan dan perkembangan individu secara keseluruhan. 
Namun, individu yang hidup dalam kemiskinan seringkali menghadapi hambatan 
signifikan yang membatasi akses mereka ke pelayanan kesehatan yang berkualitas. 
Pembahasan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak faktor sosial ekonomi, 
khususnya pendapatan, pendidikan, status pekerjaan, jaminan asuransi, dan lokasi 
geografis, terhadap terbatasnya akses pelayanan kesehatan di kalangan penduduk 
miskin. 

Pendapatan memainkan peran penting dalam menentukan kemampuan 
individu untuk mengakses pelayanan kesehatan. Individu berpenghasilan rendah 
sering menghadapi kendala keuangan yang menghambat kemampuan mereka untuk 
membayar pelayanan kesehatan yang berkualitas. Menurut Smith et al. (2020), 
individu di bawah garis kemiskinan lebih cenderung menunda mencari pertolongan 
medis karena kekhawatiran tentang biaya pengobatan, yang mengakibatkan kondisi 
kesehatan yang memburuk dan akses yang terbatas untuk intervensi tepat waktu. 

Pendidikan adalah faktor sosial ekonomi lain yang mempengaruhi akses 
kesehatan. Peluang pendidikan yang terbatas dapat menyebabkan kurangnya 
literasi kesehatan, mencegah individu memahami kebutuhan kesehatan mereka atau 
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menavigasi sistem perawatan kesehatan yang kompleks. Seperti yang dicatat oleh 
P. Thompson (2019), individu dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah 
mungkin kesulitan untuk memahami informasi kesehatan, menghambat 
kemampuan mereka untuk membuat keputusan tentang mencari dan memanfaatkan 
pelayanan kesehatan. 

Pengangguran atau setengah pengangguran terkait erat dengan terbatasnya 
akses ke pelayanan kesehatan di kalangan masyarakat miskin. Ketidakamanan 
pekerjaan dan kurangnya pilihan asuransi kesehatan berbasis pekerjaan dapat secara 
signifikan menghambat akses ke perawatan kesehatan yang diperlukan. Harris 
(2018) berpendapat bahwa pengangguran dan kemiskinan seringkali menciptakan 
lingkaran setan, karena kesehatan yang buruk akibat terbatasnya akses ke pelayanan 
kesehatan dapat semakin menghambat prospek pekerjaan. 

Cakupan asuransi adalah penentu penting dari akses perawatan kesehatan. 
Individu yang miskin lebih cenderung tidak memiliki asuransi kesehatan atau 
bergantung pada program asuransi publik dengan cakupan terbatas. Tidak adanya 
asuransi dapat menyebabkan keterlambatan dalam mencari perawatan, pelayanan 
pencegahan yang tidak memadai, dan terbatasnya akses ke perawatan yang 
diperlukan (Johnson, 2021). Selain itu, individu yang bergantung pada klinik jaring 
pengaman atau fasilitas kesehatan umum mungkin menghadapi waktu tunggu yang 
lama, mengurangi kemampuan mereka untuk mengakses perawatan tepat waktu. 

Lokasi geografis juga memainkan peran penting dalam akses kesehatan bagi 
masyarakat miskin. Banyak lingkungan miskin, terutama di daerah pedesaan atau 
perkotaan, ditetapkan sebagai daerah yang kurang terlayani secara medis, tidak 
memiliki penyedia dan fasilitas kesehatan yang memadai. Seperti yang ditunjukkan 
oleh Williams (2017), individu yang tinggal di daerah ini menghadapi tantangan 
yang signifikan dalam mengakses pelayanan kesehatan karena transportasi yang 
terbatas, infrastruktur pelayanan kesehatan yang tidak memadai, dan kelangkaan 
profesional pelayanan kesehatan. 

Faktor sosial ekonomi, termasuk pendapatan, pendidikan, status pekerjaan, 
cakupan asuransi, dan lokasi geografis, berkontribusi terhadap terbatasnya akses 
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Kombinasi kendala keuangan, literasi 
kesehatan yang rendah, kurangnya asuransi berbasis pekerjaan, tidak adanya 
cakupan yang memadai, dan hambatan geografis menciptakan hambatan besar 
terhadap akses pelayanan kesehatan. Mengatasi kesenjangan sosial ekonomi ini 
sangat penting untuk memastikan akses yang merata ke pelayanan kesehatan bagi 
semua individu, terlepas dari status sosial ekonomi mereka. 

Faktor Sosial Ekonomi dan Terbatasnya Akses ke Pelayanan Kesehatan. 
Wong et al. (2018) menyoroti bahwa kemiskinan merupakan faktor penentu 

yang signifikan dari terbatasnya akses ke pelayanan kesehatan. Individu miskin 
sering menghadapi hambatan keuangan, seperti ketidakmampuan untuk membayar 
biaya perawatan kesehatan dan asuransi, mencegah mereka mencari dan menerima 
perawatan medis yang diperlukan. Ketimpangan pendapatan dalam masyarakat 
meningkatkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, yang semakin 
memperlebar kesenjangan dalam akses pelayanan kesehatan. 
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Selanjutnya, Darcy Jones McMaughan et al. (2020) menekankan bahwa 
pendidikan memainkan peran penting dalam akses kesehatan. Individu dengan 
tingkat pendidikan yang lebih rendah mungkin kurang mengetahui pelayanan yang 
tersedia, tindakan pencegahan, dan pengetahuan kesehatan yang penting. 
Kesenjangan pengetahuan ini memperburuk tantangan yang dihadapi masyarakat 
miskin, membatasi kemampuan mereka untuk mengakses dan memanfaatkan 
pelayanan kesehatan secara efektif. 

Distribusi geografis infrastruktur kesehatan juga berkontribusi terhadap akses 
yang terbatas. Masyarakat miskin, terutama yang berada di pedesaan atau daerah 
terpencil, seringkali menderita karena fasilitas kesehatan yang tidak memadai dan 
kekurangan tenaga profesional kesehatan (Wong et al., 2018). Akibatnya, individu 
dalam komunitas ini diharuskan melakukan perjalanan jauh, menimbulkan biaya 
tambahan dan beban waktu, bahkan untuk mengakses pelayanan kesehatan dasar. 

Pengaruh kemiskinan terhadap akses kesehatan di Indonesia. 
Dalam konteks Indonesia, salah satu negara berkembang terbesar, kemiskinan 

masih menjadi hambatan signifikan terhadap akses pelayanan kesehatan. Studi 
telah mendokumentasikan bahwa individu yang hidup di bawah garis kemiskinan 
menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, yang 
mengakibatkan keterlambatan atau terbatasnya akses ke perawatan medis yang 
diperlukan (Wong et al., 2018) . 

Selanjutnya, Darcy Jones McMaughan, et al. (2020) menyoroti bahwa 
kurangnya cakupan asuransi kesehatan semakin memperburuk tantangan yang 
dihadapi oleh masyarakat miskin di Indonesia. Mereka yang tidak memiliki 
asuransi seringkali menghadapi pengeluaran yang lebih tinggi dan mungkin 
memprioritaskan kebutuhan mendesak, seperti makanan dan tempat tinggal, 
daripada mencari perawatan kesehatan. 

3. Disparitas Ketersediaan dan Mutu Pelayanan Kesehatan antara Daerah 
Miskin dan Daerah Tidak Miskin di Indonesia.  

Di daerah miskin, ketersediaan pelayanan kesehatan seringkali terhalang 
oleh sumber daya yang terbatas, infrastruktur yang tidak memadai, dan kekurangan 
tenaga profesional kesehatan (World Health Organization, 2019). Kurangnya 
ketersediaan ini dapat menyebabkan berkurangnya akses ke pelayanan kesehatan 
esensial, termasuk perawatan primer, perawatan pencegahan, dan perawatan medis 
khusus (Kruk, Gage, Arsenault, et al., 2018). 

Sebaliknya, daerah yang tidak miskin umumnya menunjukkan ketersediaan 
dan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik. Area-area ini mendapat manfaat 
dari fasilitas kesehatan yang lebih banyak, rumah sakit yang lebih lengkap, dan 
akses ke pelayanan medis yang lebih luas (World Health Organization, 2019). 
Selain itu, daerah yang tidak miskin cenderung memiliki konsentrasi tenaga 
kesehatan profesional yang lebih tinggi, termasuk dokter, perawat, dan spesialis, 
memastikan penyampaian pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif dan tepat 
waktu (Kruk, Gage, Arsenault, et al., 2018). 

Akses	terhadap	pelayanan	kesehatan	yang	berkualitas	merupakan	hak	
asasi	manusia	yang	mendasar	yang	harus	dinikmati	oleh	semua	individu	tanpa	
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memandang	status	sosial	ekonomi	mereka.	Namun,	ketidaksetaraan	tetap	ada,	
menyebabkan	perbedaan	yang	signifikan	dalam	hasil	kesehatan	antara	daerah	
miskin	dan	tidak	miskin.	 

Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Daerah Miskin: 
Di daerah miskin di Indonesia, ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan 

kesehatan seringkali sangat terbatas. Menurut sebuah studi oleh Utami et al. (2018), 
bidang-bidang ini menghadapi tantangan seperti infrastruktur pelayanan kesehatan 
yang tidak memadai, kekurangan petugas pelayanan kesehatan, dan sumber daya 
keuangan yang terbatas, yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan pelayanan 
kesehatan. Selain itu, kurangnya transportasi dan jarak yang jauh ke fasilitas 
kesehatan semakin menghambat akses ke perawatan (Rasita et al., 2017). 

Kualitas pelayanan kesehatan di daerah miskin di Indonesia umumnya 
terganggu. Sebuah studi yang dilakukan oleh (Wulandari et al., 2019) melaporkan 
bahwa fasilitas kesehatan di daerah miskin seringkali kekurangan peralatan medis 
yang diperlukan, obat-obatan esensial, dan fasilitas kesehatan dasar, yang 
mengakibatkan pengobatan yang tidak memadai dan hasil perawatan kesehatan 
yang lebih rendah. Selain itu, kelangkaan tenaga profesional kesehatan yang 
terampil, termasuk dokter, perawat, dan spesialis, berkontribusi pada pemberian 
pelayanan kesehatan yang kurang optimal di bidang ini (Suryahadi et al., 2016). 

Membandingkan Pelayanan Kesehatan di Daerah Tidak Miskin: 
Sebaliknya, daerah yang tidak miskin menikmati ketersediaan dan kualitas 

pelayanan kesehatan yang relatif lebih baik. Infrastruktur kesehatan yang memadai, 
fasilitas yang lengkap, dan tenaga kesehatan yang memadai lebih banyak terdapat 
di wilayah ini (World Bank, 2019). Daerah yang tidak miskin umumnya mendapat 
manfaat dari pengeluaran kesehatan publik yang lebih tinggi dan fasilitas kesehatan 
swasta yang lebih baik, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk menerima 
pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat (Rokx et al., 2017). 

Implikasi dan Konsekuensi: 
Kesenjangan akses dan kualitas pelayanan kesehatan antara daerah miskin 

dan tidak miskin memiliki implikasi yang signifikan terhadap hasil kesehatan 
individu di Indonesia. Studi telah menunjukkan bahwa individu yang tinggal di 
daerah miskin lebih rentan terhadap keterlambatan diagnosis, pengobatan yang 
tidak memadai, dan tingkat kematian yang lebih tinggi (Rasita et al., 2017; Utami 
et al., 2018). Selain itu, kesenjangan ini berkontribusi pada berlanjutnya 
kesenjangan kesehatan, menghambat upaya untuk mencapai cakupan pelayanan 
kesehatan universal dan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia 
(World Bank, 2019). 

Berdasarkan studi oleh Niedar et al. (2022), terbukti bahwa daerah miskin 
di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengakses pelayanan 
kesehatan. Tantangan-tantangan ini muncul terutama karena kurangnya 
infrastruktur, sumber daya yang terbatas, dan tenaga kesehatan yang kurang terlatih 
di wilayah ini. Studi ini juga menyoroti prevalensi fasilitas kesehatan yang penuh 
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sesak di daerah miskin, yang mengarah pada kualitas pelayanan yang terganggu dan 
peningkatan risiko penyebaran penyakit menular. 

Selanjutnya, Haemmerli, et al. (2021) melakukan analisis komprehensif 
tentang dampak kemiskinan terhadap akses pelayanan kesehatan di Indonesia. Studi 
tersebut menekankan bahwa daerah miskin menunjukkan tingkat penyakit yang 
dapat dicegah yang lebih tinggi, peningkatan kematian bayi dan ibu, dan harapan 
hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang tidak miskin. 
Kesenjangan ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk sumber daya 
keuangan yang terbatas, pendidikan yang tidak memadai, dan kurangnya kesadaran 
tentang pelayanan kesehatan di kalangan penduduk miskin. 

Temuan dari Niedar et al. (2022) dan Haemmerli et al. (2021) menyoroti 
beberapa perbedaan signifikan dalam ketersediaan dan kualitas pelayanan 
kesehatan antara daerah miskin dan tidak miskin di Indonesia. Pertama, daerah 
miskin seringkali kekurangan infrastruktur medis, termasuk rumah sakit, klinik, dan 
pusat kesehatan. Kekurangan ini mengakibatkan terbatasnya akses ke pelayanan 
kesehatan, menyebabkan individu melakukan perjalanan jauh untuk mencari 
pertolongan medis, sehingga menurunkan pemanfaatan pelayanan kesehatan. 

Selain itu, fasilitas kesehatan di daerah miskin seringkali kekurangan staf 
dan kekurangan profesional medis yang terlatih (Niedar et al., 2022). Kekurangan 
tenaga kesehatan berdampak buruk pada kualitas perawatan yang diberikan, 
menyebabkan waktu tunggu yang lebih lama, berkurangnya interaksi pasien-dokter, 
dan hasil pengobatan yang dikompromikan. Sebaliknya, daerah yang tidak miskin 
mendapat manfaat dari fasilitas yang lebih lengkap dan jumlah profesional 
kesehatan yang lebih berkualitas, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan 
kualitas pelayanan kesehatan. 

Selain itu, keterbatasan keuangan yang dihadapi oleh individu miskin 
menciptakan hambatan yang signifikan untuk mengakses pelayanan kesehatan di 
Indonesia. Haemmerli et al. (2021) menjelaskan bahwa kemiskinan menghambat 
kemampuan individu untuk membeli perawatan medis, obat-obatan, dan asuransi 
kesehatan yang penting. Kurangnya sumber daya keuangan memperparah 
disparitas pelayanan kesehatan antara daerah miskin dan tidak miskin, karena 
individu yang hidup dalam kemiskinan berjuang untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan yang diperlukan.. 

 
KESIMPULAN 

Tinjauan literatur oleh Widayanti et al. (2020) dan Wong et al. (2018) 
menyoroti dampak kemiskinan yang signifikan terhadap perilaku dan pemanfaatan 
pelayanan kesehatan di kalangan individu di Indonesia. Temuan ini 
menggarisbawahi perlunya intervensi dan kebijakan yang ditargetkan untuk 
mengurangi dampak buruk kemiskinan terhadap akses ke pelayanan kesehatan. 
Dengan mengatasi hambatan sosial ekonomi yang dihadapi oleh individu miskin, 
sistem kesehatan Indonesia dapat bekerja untuk mencapai pemerataan yang lebih 
besar dan hasil kesehatan yang lebih baik untuk semua warganya. 

Keterbatasan akses pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin dipengaruhi 
oleh berbagai faktor sosial ekonomi. Kemiskinan, pendidikan, dan hambatan 
geografis secara signifikan berkontribusi terhadap kompleksitas yang terkait 
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dengan akses kesehatan. Tinjauan pustaka yang dilakukan oleh Wong et al. (2018) 
dan Darcy Jones McMaughan et al. (2020) memberikan wawasan berharga untuk 
memahami faktor-faktor tersebut dan dampaknya terhadap akses pelayanan 
kesehatan di Indonesia. Menjembatani kesenjangan akses pelayanan kesehatan 
memerlukan strategi komprehensif yang mengatasi akar penyebab kesenjangan 
sosial ekonomi, termasuk upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, 
pemerataan infrastruktur pelayanan kesehatan, dan peningkatan cakupan asuransi 
kesehatan bagi masyarakat miskin. 

Kesimpulannya, penelitian yang dilakukan oleh Niedar et al. (2022) dan 
Haemmerli et al. (2021) mengungkapkan perbedaan substansial dalam ketersediaan 
dan kualitas pelayanan kesehatan antara daerah miskin dan tidak miskin di 
Indonesia. Kurangnya infrastruktur medis, kekurangan profesional perawatan 
kesehatan yang terlatih, dan kendala keuangan yang dihadapi oleh penduduk miskin 
berkontribusi pada perbedaan ini. Memahami faktor-faktor ini sangat penting bagi 
pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan, karena menyoroti kebutuhan 
mendesak untuk meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan di daerah miskin, 
mengurangi dampak kemiskinan, dan meningkatkan hasil kesehatan penduduk 
Indonesia secara keseluruhan. 
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